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RENCANA AKSI TAHUN 2023 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 

Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu; 
2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di 

Mahkamah Agung; 
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; 
4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi; 
5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan. 

100% 
4% 

 
50% 
25% 
80% 

1. KEPANITERAAN 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 
Persiapan Penyelesaian 
Perkara 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Penyelesaian 

Perkara 
Rp3.359.930.000  

2 Persidangan Perkara         Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Penyelesaian 

Perkara 
Rp1.616.089.000  

 
2. BADAN PERADILAN UMUM 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN 

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1. 
Perkara Pidana Yang 
Diselesaikan di Tingkat 
Banding 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Rp3.119.427.000 

2. 
Perkara Pidana Korupsi 
Yang Diselesaikan di 
Tingkat Banding 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Rp1.058.276.000 

3. 
Perkara Pidana yang 
Diselesaikan Ditingkat 
Pertama 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Rp45.851.129.000 



 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN 

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

4. 
Perkara Pidana Korupsi 
yang Diselesaikan 
Ditingkat Pertama 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Rp1.941.954.000 

5. 
Perkara PHI (di bawah 150 
juta) yang Diselesaikan di 
Tingkat Pertama 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Rp2.886.090.000 

 
 

3. BADAN PERADILAN AGAMA 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1. Naskah Kesyariahan     
Rekomenda
si Kebijakan 

Program Penegakan dan 
Pelayanan Hukum 

Peningkatan 
Ketatalaksanaan Perkara 
Kasasi dan Peninjauan 

Kembali (PK) serta 
Kesyariahan 

Rp721.226.000 

2. 
Pembinaan dan 
Pemantauan Layanan 
Peradilan 

        kegiatan 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama 
Rp4.352.045.000  

3. 
Peningkatan Layanan Bagi 
Penyandang Disabilitas di 
Pengadilan 

        kegiatan 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama 
 Rp379.958.000  

4. 
Sosialisasi/Bimtek 
Penyelesaian Administrasi 
Perkara Secara Elektronik 

        orang 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama 
Rp2.238.884.000  

5. 
Penyelesaian Administrasi 
Perkara Jinayah 

        
Perkara/ 
Berkas 
Perkara 

Program Penegakan dan 
Pelayanan Hukum 

Peningkatan Manajemen 
Peradilan Agama 

Rp100.485.000 

 
 
 

 



 

4. BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 Monitoring dan Evaluasi         kegiatan 

Program 
Penegakan dan 

Pelayanan 
Hukum 

Peningkatan Ketatalaksanaan 
Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali 

(PK) dan Grasi Pidana Militer 
Rp2.250.000 

2 
Monitoring Kebijakan 
Pelayanan Peradilan Militer 
dan TUN 

    kegiatan 

Program 
Penegakan dan 

Pelayanan 
Hukum 

Peningkatan Manajemen Peradilan 
Militer dan TUN 

Rp843.790.000 

3 
Perkara Perbedaan Pendapat 
yang Diselesaikan di 
Pengadilan Militer Utama 

    Perkara 

Program 
Penegakan dan 

Pelayanan 
Hukum 

Peningkatan Manajemen Peradilan 
Militer 

Rp4.970.000 

4 

Perkara Pidana Tingkat 
Banding yang Diselesaikan 
di Pengadilan Militer Utama 
dan Pengadilan Militer Tinggi 
I s.d III 

    Perkara 

Program 
Penegakan dan 

Pelayanan 
Hukum 

Peningkatan Manajemen Peradilan 
Militer 

Rp160.860.000 

5 

Perkara Pidana Tingkat 
Pertama yang Diselesaikan 
di Pengadilan Militer Tinggi I 
s.d III dan Pengadilan Militer 
I - 01 s.d III - 18 

    Perkara 

Program 
Penegakan dan 

Pelayanan 
Hukum 

Peningkatan Manajemen Peradilan 
Militer 

Rp1.251.186.000 

6 

Perkara Pidana Tingkat 
Pertama yang Diselesaikan 
di Pengadilan Militer III - 19 
Jayapura 

    Perkara 

Program 
Penegakan dan 

Pelayanan 
Hukum 

Peningkatan Manajemen Peradilan 
Militer 

Rp206.490.000 

 
 
 
 
 
 



 

RENCANA AKSI TAHUN 2023 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2 
Peningkatan efektivitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

1.  Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu; 20% 

2.  Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. 25% 

 
1. KEPANITERAAN 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 Minutasi Perkara         Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Penyelesaian 

Perkara 
Rp6.590.402.000  

2 
Koordinasi Upload 
Putusan Perkara 

    Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Penyelesaian 

Perkara 
 Rp503.569.000  

 
2. BADAN PERADILAN UMUM 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1. 
Tata Kelola Administrasi 
Peradilan Umum 

        
Rekomendasi 

Kebijakan 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Rp299.870.000 

2. 
Percepatan Penyelesaian 
Perkara 

        kegiatan 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Rp5.467.618.000 

 

 

 



 

3. BADAN PERADILAN AGAMA 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1. 
NSPK Tata Kelola 
Administrasi Peradilan 
Agama 

        NSPK 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 
Peradilan Agama 

 Rp670.041.000  

 
 

4. BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1. 
Dukungan Penyelesaian 
Perkara 

        kegiatan 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 
Peradilan Militer dan TUN 

Rp245.000.000 

2. 
NSPK Tata Kelola 
Administrasi Peradilan 
Militer dan TUN 

        NSPK 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 
Peradilan Militer dan TUN 

Rp335.710.000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

RENCANA AKSI TAHUN 2023 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

3 
Meningkatnya akses 
peradilan bagi masyarakat 
miskin dan terpinggirkan 

1.  Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 30% 

2.  Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan; 100% 

3.  Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum; 100% 

4.  Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan     
bantuan hukum (Posbakum). 

100% 

1. BADAN PERADILAN UMUM 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 

Perkara Peradilan Umum 
yang diselesaikan melalui 
Pembebasan Biaya 
Perkara 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Rp106.350.000 

2 
Sidang di luar Gedung 
Pengadilan 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Rp5.817.295.000 

3 
Layanan Pos Bantuan 
Hukum di lingkungan 
Peradilan Umum 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Rp11.136.800.000 

 
2. BADAN PERADILAN AGAMA 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 
Layanan bantuan hukum 
di Lingkungan Peradilan 
Agama 

        Orang 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Agama 
Rp22.413.120.000 

2 
Perkara di Lingkungan 
Peradilan Agama yang 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Agama 
Rp9.952.839.000 



 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

diselesaikan melalui 
pembebasan biaya perkara 

3 

Perkara di Lingkungan 
Peradilan Agama yang 
diselesaikan melalui 
sidang di luar gedung 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Agama 
Rp20.858.318.000 

4 

Perkara di Lingkungan 
Peradilan Agama yang 
diselesaikan melalui 
sidang terpadu 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Agama 
Rp2.588.588.000 

 

3. BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 

Pihak berperkara yang 
dilayani melalui sidang di 
luar gedung di lingkungan 
Peradilan Militer 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 
Peningkatan Manajemen 

Peradilan Militer 
Rp2.165.003.000 

2 

Layanan Pos Bantuan 
Hukum di lingkungan 
Peradilan Tata Usaha 
Negara 

        Orang 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 

Peningkatan Manajemen 
Peradilan Tata Usaha 

Negara 
Rp1.004.416.000 

3 

Perkara Peradilan Tata 
Usaha Negara yang 
diselesaikan melalui 
Pembebasan Biaya 
Perakara 

        Perkara 
Program Penegakan dan 

Pelayanan Hukum 

Peningkatan Manajemen 
Peradilan Tata Usaha 

Negara 
Rp35.444.000 

 

 

 
 



 

RENCANA AKSI TAHUN 2023 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

4 
Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan  

Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 75% 

1. BADAN PERADILAN UMUM 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 
Eksekusi Putusan 
Pengadilan  

        Orang 
Program Penegakan 

dan Pelayanan 
Hukum 

Peningkatan Manajemen 
Peradilan Umum 

Rp412.299.000 

2. BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 

Monitoring putusan yang 
ditindaklanjuti (eksekusi) 
di Lingkungan Peradilan 
Tata Usaha Negara 

        Kegiatan 
Program Penegakan 

dan Pelayanan Hukum 

Peningkatan Manajemen 
Peradilan Tata Usaha 

Negara 
Rp7.900.000 

 

 

 

 

 



 

RENCANA AKSI TAHUN 2023 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

5 
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga 
teknis dilingkungan peradilan 

Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di 
bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun) 

100% 

1. BADAN PERADILAN UMUM 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara 
berbasis Keadilan Restoratif 

        Orang 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengembangan Tenaga 
Teknis Peradilan Umum 

Rp1.500.000.000 

2 
Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang 
berhadapan dengan Hukum 

        Orang 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengembangan Tenaga 
Teknis Peradilan Umum 

Rp500.000.000 

2. BADAN PERADILAN AGAMA 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 
Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian 
Administrasi Perkara Secara Elektronik 

        Orang 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Penyelenggaraan 
Pengembangan 

Kompetensi di bidang 
Teknis Peradilan 

Rp2.238.884.000 

3. BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 
Sosialisasi/Bimtek Kompetensi dan 
Administrasi Penyelesaian Perkara 

        Orang 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 

Militer dan TUN 
Rp2.356.302.000 

 



 

RENCANA AKSI TAHUN 2023 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

6 
Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya 
Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas 

1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang 
dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan 

4 

2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat 
kompetensi setelah mengikuti Diklat 

65,69% 

1. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1. Diklat Sertifikasi Hakim Niaga         Orang 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Penyelenggaraan 
Pengembangan Kompetensi 
di bidang Teknis Peradilan 

Rp2.184.000.000 

2. Diklat Sertifikasi Hakim Mediator         Orang 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Penyelenggaraan 
Pengembangan Kompetensi 
di bidang Teknis Peradilan 

Rp2.784.000.000 

3. Naskah Akademik         
Rekomendasi 

Kebijakan 

Program 
Dukungan 
Manajemen 

Penyelenggaraan Penelitian 
dan Pengembangan Hukum 

dan Peradilan 
Rp19.669.145.000 

4. 
Diklat Sertifikasi Lingkungan 
Terpadu di Mahkamah Agung 

        Orang 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Penyelenggaraan 
Pengembangan Kompetensi 
di bidang Teknis Peradilan 

Rp2.184.000.000 

5. 
Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan 
oleh MA 

        Orang 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Penyelenggaraan 
Pengembangan Kompetensi 
di bidang Teknis Peradilan 

Rp2.184.000.000 

6. Pengembangan Kebijakan         
Rekomendasi 

Kebijakan 

Program 
Dukungan 
Manajemen 

Penyelenggaraan Penelitian 
dan Pengembangan Hukum 

dan Peradilan 
Rp2.521.225.000 

 
 

 



 

RENCANA AKSI TAHUN 2023 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

7 
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja 
apparat peradilan secara optimal 

1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti 85% 

2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan 
dipublikasikan 

85% 

1. BADAN PENGAWASAN 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN 

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1. Pemeriksaan Kasus         LHP 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi 
Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan 

Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV 
Rp6.776.392.000 

2. Pemeriksaan Reguler         LHP 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi 
Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan 

Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV 
Rp5.062.796.000 

3. 
Pemeriksaan Audit 
Kinerja 

        LHP 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi 
Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan 

Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV 
Rp3.555.954.000 

4. 
Peningkatan Zona 
Integritas dan SMAP 

        LHP 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi 
Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan 

Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV 
Rp6.200.000.000 

5. 
Pemeriksaan Probity 
dan Barang Jasa 

        LHP 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi 
Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan 

Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV 
Rp680.346.000 

6. Pemeriksaan LKjIP         LHP 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi 
Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan 

Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV 
Rp618.250.000 



 

7. 
Kegiatan Pemeriksaan 
Auditor 

        LHP 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi 
Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan 

Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV 
Rp301.920.000 

8. 
Penyusunan 
Kebijakan dan SOP 
Pengawasan Internal 

        LHP 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi 
Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan 

Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV 
Rp240.000.000 

9. 
Supervisi Pengawasan 
Wilayah I-IV 

    LHP 
Program 

Dukungan 
Manajemen 

Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi 
Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan 

Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV 
Rp500.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RENCANA AKSI TAHUN 2023 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

8 
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, 
Keuangan dan Aset 

1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana 
Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima 

85% 

2. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan 
Penilaian Prestasi Kinerja) 

100% 

BADAN URUSAN ADMINISTRASI 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

1 Rekrutmen Pegawai         Orang 
Program Dukungan 

Manajemen 
Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

Rp5.900.000.000 

2 Pengisian Jabatan         Orang 
Program Dukungan 

Manajemen 
Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

 Rp912.666.000 

3 Rekon Data Pegawai         Orang 
Program Dukungan 

Manajemen 
Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

 Rp384.840.000 

4 
Evaluasi Pelaksanaan dan 
Hasil Kerja 

        Orang 
Program Dukungan 

Manajemen 
Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

 Rp569.555.000 

5 
Penyelesaian Kenaikan 
Pangkat 

        Orang 
Program Dukungan 

Manajemen 
Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

 Rp382.080.000  

6 
Penyelesaian Surat Keputusan 
Pemberhentian dan Pensiun 

        Orang 
Program Dukungan 

Manajemen 
Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

 Rp422.580.000  

7 
Pengusulan Pegawai yang 
mendapat Penghargaan 

        Orang 
Program Dukungan 

Manajemen 
Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

 Rp45.820.000 

8 Pelaksanaan Ujian Dinas         Orang 
Program Dukungan 

Manajemen 
Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

 Rp10.580.000  

9 Peningkatan Kompetensi ASN         Orang 
Program Dukungan 

Manajemen 
Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

 Rp960.560.000  



 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL 
PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

I II III IV 

10 
Pembentukan Jabatan 
Fungsional 

        Orang 
Program Dukungan 

Manajemen 
Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

 Rp330.200.000  

12 Dokumen RKBMN         Dokumen 
Program Dukungan 

Manajemen 

Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Perlengkapan Sarana dan Prasarana di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang Berada di Bawahnya 

 Rp703.474.000  

13 Dokumen Pengadaan BMN         Dokumen 
Program Dukungan 

Manajemen 

Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Perlengkapan Sarana dan Prasarana di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang Berada di Bawahnya 

 Rp1.085.831.000  

14 
Dokumen Penatausahaan 
BMN 

        Dokumen 
Program Dukungan 

Manajemen 

Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Perlengkapan Sarana dan Prasarana di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang Berada di Bawahnya 

 Rp2.871.145.000  

15 Dokumen Pengelolaan BMN         Dokumen 
Program Dukungan 

Manajemen 

Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Perlengkapan Sarana dan Prasarana di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang Berada di Bawahnya 

 Rp822.809.000  

16 
Dokumen Bimbingan dan 
Monitoring 

        Dokumen 
Program Dukungan 

Manajemen 

Pembinaan Administrasi Pengelolaan 
Perlengkapan Sarana dan Prasarana di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang Berada di Bawahnya 

 Rp1.441.511.000  

Sumber data: Aplikasi KRISNA – RENJAKL 2022 https://ma.kl.krisna.systems/renjakl/2023/renjakl-v3-laporan-main  

       Jakarta, 1 Januari 2023 
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